
BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SEI,ATAN
NOMOR TS TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4 TAHUN
2O2O TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bnya pelaksanaan
perlu mengatur

Pengisian Badan
Bupati Barito

Pelaksanaan
tan Nomor 3 Tahun
Desa sudah tidak

b. dimaksud
Bupati tentang

Selatan Nomor 4
Peraturan Daerah

Kabu Tahun 2OL9 tentang Badan

Mengingat : 1. Undang-Undang 27 Taht:rt 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Al4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9fl;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A22 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

BUPATI BARITO SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 

NOMOR 10 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4 TAHUN 

2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2019 

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan 

pengisian Badan Permusyawaratan Desa perlu mengatur 

kembali Petunjuk — Pelaksanaan Pengisian Badan 
Permusyawaratan Desa, sehingga Peraturan Bupati Barito 
Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 

2019 tentang Badan Permusyawarah Desa sudah tidak 
sesuai lagi sehingga harus diubah, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa, 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820), 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494), 

3. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 



Republrk Ind'onesia Tatmn 2ft23 Nornor 4L' Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan

Daerah- (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan uridang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang pinetapan peraturan pemerintah Pengganti

Undan"g-Ut J"ttg Nomor 2 Tahun 2C/22 tentang Cipta Kg1'l-"

menjadl UndJng-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahuir 2023 
-Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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5. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RePublik

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
tang PenetaPan

Undang Nomor 2
Undang-Undang

2023 Nomor
Indonesia Nomor

6. 2014 tentang
6 Tahun
Indonesia

Nomor

I"elr:,baran Negara
telah beberaPa

Nomor 11

Atas Peraturan
tentang Peraturan

Tahun 2Ol4 tentang
Tahun 2Ol9Desa

Nomor
Nomor

Republik Indonesia

(Berita Negara Republik Indonesia

7. Peraturan egeri Nomor 80 Tahun 2015
Hrlkrrm Daerah (Berita Negara

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12O Tahun 2018 tentang
Dalam Negeri Nomor 80
Produk Hukum Daerah
Tahun 2A75 Nomor 1571;

Perubahan Atas Peraturan Menteri
Tahun 2015 tentang Pembentukan

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembtg?- Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
56e);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun
2AL2 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Barito
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2AL2 Nomor 5, Tambahan terirbaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 2);

1O. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2Ol9 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran

6856);

10. 

as 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856), : 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
569), 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Barito 
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Barito Selatan Nomor 2), 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 
2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran 
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Daeralr r(alrupatcrr Barito Selatanr Tahun 2919 Nomof 3'

Tambahan L"*il"r* Daerah kabupaten Barito Selatan

ll.PeraturanDaerahKabupatenBaritoSelatanNomorTTahun
2OZO tentai"g 

^-p"r"U"iii"f."" produk Hukum Daerah

(Lembaran Dr'"r.h Kabupaten Barito Selatan Tahun 2O2A

Nomor 7, T;;;;h"" l't*b"t^tt Daerah Kabupaten Barito

Selatan Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2O2O

tentang f"turr3lif. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2Al9 tentang B-ad3n

permusy.*r"i.tu.o Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito

Selatan Tahun 2ALg Nomor 4);

Nomor 3);

MEMUTUSKAN

ATAS PERATURAN
G PETUNJUK

UPATEN BARITO
TENTANG BADAN

Be
20

Nomor 4 Tahun
Peraturan Daerah

2Ol9 tentang Badan
Kabupaten Barito

Selatan bagai berikut:

1. Ketentuan 2 diubah sehingga berbunYi
sebagai

Pasal 12

(1) panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 wajib memenuhi syarat sebagai Panitia, yaitu:
a. mempunyai hak Pilih; dan
b. memiliki e-KTP setempat.

(2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berjumlah ganjil, paling sedikit 9 (sembilan) orang dan
paling banyak 11 (sebelas) orang.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19

(1) Bakal calon anggota BPD menyerahkan berkas
pencalonan kepada Panitia Pengisian pada waktu,

MenetapkanMenetapkan 

AP 

Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 

Nomor 3), 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Selatan Nomor 7), 

12.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito 

Selatan Tahun 2019 Nomor 4), 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO 
SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito 
Selatan Tahun 2020 Nomor 4), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 wajib memenuhi syarat sebagai Panitia, yaitu: 
a. mempunyai hak pilih: dan 
b. memiliki e-KTP setempat. 

(2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berjumlah ganjil, paling sedikit 9 (sembilan) orang dan 
paling banyak 11 (sebelas) orang. 

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 19 

(l) Bakal calon anggota BPD menyerahkan berkas 

pencalonan kepada Panitia Pengisian pada waktu, 
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tempat dan tata cara yang telah ditentukan dalam
waktu 15 (lima belas) hari masa pendaftaran.

{21 Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan bagr calon
anggota BPD.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l
antara lain:
a. warga Negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun t945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tt;nggal
Ika;

d. berusia paling rendah 2O (duapuluh) tahun atau
sudah/pernah menikah.

e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah

Desa;
tah Dengan

Kabupaten, Dewan
Desa/Kelurahan,

Adat
jabatan adat
kepengurusan

BPD;
pemilihan;

narkotika, obat-

Pidana penjara;
penjara dengan

un atau lebih, pada
rentang waktu

dihitung sejak selesai
dan wajib melakukan

sebagai pelaku residivis
atau berulang;

m. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

n. wakil penduduk Desa yang dipilih secara
demokratis;

o. jika pernah dan/atau sedang menduduki jabatan
dalam keanggotaan BPD, tidak melebihi 3 (tiga)
masa periodeisasi termasuk Penggantian Antar
Waktu dan dalam keanggotaan BPD yang sedang
diduduki;

p. seluruh pemangku jabatan sebagaimana dimaksud
pada huruf f dan huruf g, wajib bertrenti dari
jabatannya;

q. pas foto ukuran 4x6 latar belakang merah 4
lembar; dan

r. surat lamaran di atas kertas bermeterai
Rp. 1O.OOO,- (sepuluh ribu rupiah).

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk, atau surat keterangan dari Perangkat

(4)

(2) 

-4- 

tempat dan tata cara yang telah ditentukan dalam 
waktu 15 (lima belas) hari masa pendaftaran. 
Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
dengan persyaratan yang ditentukan bagi calon 

anggota BPD. 
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
antara lain: 
a. warga Negara Republik Indonesia, 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
Cc. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 
Ika: 

d. berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun atau 

sudah/pernah menikah. 
e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah 

Menengah Pertama atau sederajat, 
bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa, 

g. bukan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian Kerja, Dewan Adat Kabupaten, Dewan 
Adat Kecamatan, Dewan Adat Desa/Kelurahan, 

Kerapatan — Adat/Let Adat 
Kecamatan/Desa/Kelurahan dan jabatan adat 
lainnya termasuk jabatan dalam kepengurusan 

Lembaga Kemasyarakat Desa, 

h. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, 
i. bertempat tinggal di wilayah tinggal pemilihan, 

j- sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, obat- 

obat terlarang dan zat adiktif lainnya, 
k. tidak sedang menjalani hukuman Pidana penjara, 

Bakal Calon yang pernah dihukum penjara dengan 
ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, pada 

saat pendaftaran harus memenuhi rentang waktu 
paling sedikit 5 (lima) tahun dihitung sejak selesai 
menjalani pidana penjara dan wajib melakukan 
publikasi bahwa bukan sebagai pelaku residivis 
atau pelaku kejahatan berulang, 

m. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, 

n. wakil penduduk Desa yang dipilih secara 

demokratis, 
Oo. jika pernah dan/atau sedang menduduki jabatan 

dalam keanggotaan BPD, tidak melebihi 3 (tiga) 

masa periodeisasi termasuk Penggantian Antar 
Waktu dan dalam keanggotaan BPD yang sedang 

diduduki, 
p. seluruh pemangku jabatan sebagaimana dimaksud 

pada huruf f dan huruf g, wajib berhenti dari 
jabatannya, 

I- pas foto ukuran 4x6 latar belakang merah 4 
lembar, dan 

r. surat lamaran di atas kertas bermeterai 
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk, atau surat keterangan dari Perangkat 

Ba)
 

pe
m 

. 
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Daerah yang membidangi urusan Kependudukan.
(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan yang
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai
Rp.10.OOO,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c, dibuktikan d"engan surat pernyataan yang
dibuat di atas kertas bermeterai cukup Rp.1O.OOO,-

(sepuluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(71 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d, dibuktikan denge.n fotokopi Kartu Tanda
Penduduk /surat keterangan/Akta Lahir dari
Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Kependudukan

ud pada ayat (3)
salr, ljazah dari

Sekolah Menengah
oleh pejabat

pada ayat (3)
keterangan dari

pada ayat t3)
pernyataan yang

kertas bermeterai
, sebagaimana

merupakan bagian
ini.
pada ayat (3)

pernyataan yang
a-tas kertas bermeterai
rupiah), sebagaimana

IV yang merupakan bagian
tidak Bupati ini

(t2l dimaksud pada ayat (3)

huruf i, dengan surat pernYataan Yang
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai
Rp.1O.0OO,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(13) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf j dibuktikan dengan surat keterangan dokter
Pegawai Negeri Sipil dari Puskesmas atau Rumah Sakit
Pemerintah di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

(14) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

hurrrf k, dibuktikan dengan surat pernyataan yang
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai
Rp.1O.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai mana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(15) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf 1, dibuktikan dengan surat keterangan dari
Pengadilan Negeri di wilayah Kabupaten Barito Selatan'

(16) Persyaratart sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf o, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII

(

(S) 

(6) 

(7) 

(10) 

(11) 

(12) 

(LS) 

(16) 
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Daerah yang membidangi urusan Kependudukan. 
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan yang 
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai 
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan yang 
dibuat diatas kertas bermeterai cukup Rp.10.000,- 

(sepuluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf d, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk  /surat keterangan/Akta Lahir dari 

Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

Kependudukan. 

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf e, dibuktikan dengan fotokopi sah ijazah dari 
tingkat dasar sampai dengan Sekolah Menengah 

Pertama atau sederajat dan dilegalisir oleh pejabat 
yang berwenang. 
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf f, dibuktikan dengan surat keterangan dari 
Pemerintah Desa setempat. 
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf g, dibuktikan dengan surat pernyataan yang 
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai 
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf h, dibuktikan dengan surat pernyataan yang 

dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai 
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf i, dibuktikan dengan surat pernyataan yang 
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai 

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf j dibuktikan dengan surat keterangan dokter 
Pegawai Negeri Sipil dari Puskesmas atau Rumah Sakit 
Pemerintah di wilayah Kabupaten Barito Selatan. 
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf k, dibuktikan dengan surat pernyataan yang 
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai 

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai mana 
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf 1, dibuktikan dengan surat keterangan dari 
Pengadilan Negeri di wilayah Kabupaten Barito Selatan. 

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf o, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII 
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(17) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf r, dibuktikan dengan surat permohonan yang
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai
Rp.10.0OO,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(18) Panitia Pengisian menerima dan mengadministrasikan
berkas bakal calon anggota BPD.

(19) Penerimaan berkas bakal calon anggota BPD
dibuatkan Berita Acara penerimaan berkas terkait
lengkap tidaknya persyaratan yang diajukan kepada
Panitia Pemilihan.

3. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal
yaitu Pasal 19A dan Pasal 19B yang berbunyi sebagai

dalam Pasal
adi kekeliruan data

keberadaan atau
bakal calon wajib

dari pihak

dimaksud pada
keterangan dapat
yang membidangi

pada ayat (1)
oleh Pejabat yang
sesuai ketentuan

{4}

(s) Surat

dimaksud pad.a ayat {1}
keterangan kehilangan dari

dan Surat keterangan kehilangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (41

dilampirkan dalam berkas pencalonan.

Pasal 198

(1) Pelaksanaan publikasi oleh bakal calon yang pernah
dihukum penjara dengan ancaman pidana 5 (lima)
tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (3) huruf I dilakukan dengan cara memasang
baliho yang ditempatkan pada tempat tertentu yang
mudah didatangi dan dijangkau oleh Penduduk Desa
pada rentang waktu masa pendaftaran.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan melampirkan foto bakal calon
bersama dengan baliho dalam kelengkapan berkas
pencalonan.

Pasal 19A

(17) 

- 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf r, dibuktikan dengan surat permohonan yang 
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai 

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(18) Panitia Pengisian menerima dan mengadministrasikan 
berkas bakal calon anggota BPD. 

(19) Penerimaan berkas bakal calon anggota BPD 

dibuatkan Berita Acara penerimaan berkas terkait 
lengkap tidaknya persyaratan yang diajukan kepada 

Panitia Pemilihan. 

Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal 
yaitu Pasal 19A dan Pasal 19B yang berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) 

Pasal 19A 

Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (8) hilang/rusak/cacat/terjadi kekeliruan data 
sehingga tidak dapat diketahui keberadaan atau 
diragukan keabsahannya, maka bakal calon wajib 
meminta dan melampirkan surat keterangan dari pihak 
sekolah asal. 
Dalam hal sekolah asal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sudah tidak ada, surat keterangan dapat 
diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan pendidikan di Daerah. 
Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang 

berwenang/Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 
Ijazah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari 

Kepolisian. 
Surat keterangan dan Surat keterangan kehilangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) 

dilampirkan dalam berkas pencalonan. 

Pasal 19B 

Pelaksanaan publikasi oleh bakal calon yang pernah 

dihukum penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) 

tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (3) huruf 1 dilakukan dengan cara memasang 

baliho yang ditempatkan pada tempat tertentu yang 

mudah didatangi dan dijangkau oleh Penduduk Desa 
pada rentang waktu masa pendaftaran. 

Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuktikan dengan melampirkan foto bakal calon 
bersama dengan baliho dalam kelengkapan berkas 

pencalonan. 
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4. Di antara Pasal 2A dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 2OA yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2OA

Panitia menetapkan Bakai calon anggota BPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) untuk masing-masing
wilayah termasuk calon dari keterwakilan perempuan
minimal 2 (dua) orang.

5. Di antara Pasal 2L dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 2lAyang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Panitia menyediakan surat suara tambahan sebanyak 2,5 o/o

DPT, dan dibagi
TPS.

sehingga berbunyi

pemilihan
suara melalui

oleh unsur
rnasing wilayah

dilakukan, Panitia
masyarakat

khusus untuk
tersebut ditetapkan

Desa yang memiliki hak
pilih
ayat

ketentuan Pasal 5 ayat (1),

(3) Pemungu dilaksanakan menurut waktu,
tempat dan tata cara yang sudah ditentukan.

(4) Unsur perwakilan rnasyarakat pada masing masing
wilayah perwakilan membuat Berita Acara musyawarah
Mufakat, dan menyerahkannya pada Panitia Pengisian
untuk ditetapkan sebagai hasil pemilihan.

(5) Panitia Pengisian dalam waktu paling Lama 7 (tujuh)
hari sejak calon anggota BPD terpilih menyampaikan
penetapan tersebut kepada Kepala Desa.

(6) Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima
penyampaian penetapan hasil pemilihan dari Panitia
Pengisian menyampaikan kepada Bupati melalui Camat
untuk diresmikan.

(7) Sebagai bahan monitoring, evaluasi, pembinaan dan
pengawasan, Panitia Pengisian wajib menyerahkan
salinan dokumen pada masing-masing tahapan kegiatan
kepada Bupati Barito Selatan melalui Perangkat Daerah
yang membidangi urusan Desa, dengan tembusan
kepada Camat.

sebagai berikut:
::', ;,.. ;t ;; 

".;.,.;;,,;; Pasal 23

A- 

4. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal 
yaitu Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 20A 

Panitia menetapkan Bakal calon anggota BPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) untuk masing-masing 
wilayah termasuk calon dari keterwakilan perempuan 

minimal 2 (dua) orang. 

5. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal 
yaitu Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 21A 

Panitia menyediakan surat suara tambahan sebanyak 2,5 Yo 
(dua koma lima persen) dari total jumlah DPT, dan dibagi 
secara proporsional kepada masing-masing TPS. 

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

| Pasal 23 

(1) Dalam hal pemilihan secara keterwakilan, pemilihan 
dilaksanakan dengan memberikan suara melalui 
mekanisme musyawarah mufakat oleh unsur 
perwakilan masyarakat pada masing-masing wilayah 
perwakilan. : i 

(2) Sebelum pemungutan suara dilakukan, Panitia 
pengisian menetapkan unsur perwakilan masyarakat 
pada masing-masing wilayah perwakilan, khusus untuk 
keterwakilan perempuan unsur tersebut ditetapkan 
seluruhnya dari perempuan Desa yang memiliki hak 
pilih dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3). 

(3) Pemungutan suara dilaksanakan menurut waktu, 

tempat dan tata cara yang sudah ditentukan. 
(4) Unsur perwakilan masyarakat pada masing-masing 

wilayah perwakilan membuat Berita Acara musyawarah 

Mufakat, dan menyerahkannya pada Panitia Pengisian 
untuk ditetapkan sebagai hasil pemilihan. 

(S5) Panitia Pengisian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) 

hari sejak calon anggota BPD terpilih menyampaikan 
penetapan tersebut kepada Kepala Desa. 

(6) Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima 
penyampaian penetapan hasil pemilihan dari Panitia 

Pengisian menyampaikan kepada Bupati melalui Camat 
untuk diresmikan. 

(7) Sebagai bahan monitoring, evaluasi, pembinaan dan 

pengawasan, Panitia Pengisian wajib menyerahkan 
salinan dokumen pada masing-masing tahapan kegiatan 
kepada Bupati Barito Selatan melalui Perangkat Daerah 

yang membidangi urusan Desa, dengan tembusan 

kepada Camat. 
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7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25

Tata cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 dilakukan secara berjenjang dengan
tahapan sebagai berikut:
a. calon anggota BPD yang berkeberatan mengajukan

keberatan secara tertulis di atas kertas bermeterai
Rp.1O.0OO,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Panitia
Pengisian dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak
penetapan hasil pemilihan anggota BPD oleh Panitia
Pengisian;

b. Jika setelah lewat waktu 3 (tiga) hari sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, calon yang berkeberatan tidak
menyampaikan surat ke maka dianggap

pada huruf
wajib memeriksa,

atas keberatan
7(tujuh) hari sejak

kepada Kepala
Daerah yang

terbukti, maka
atas hasil

koordinasi dengan
Daerah yang

t menerima jawaban
banding

tertulis di atas
uh ribu rupiah);

g. Bu keberatan sebagaimana
t wajib menyelesaikan

30 (tigapuluh) hari; dan
h. terhadap Jawa calon anggota BPD yang tetap

herkeberatan dapat mengqjukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara.

8. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 di sisipkan 1 {satu) Pasal
yaitu Pasal 29Ayang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Pada saat pendaftaran, bakal calon melampirkan seluruh
perizinan yang wajib dimiliki dalam berkas pencalonan
sekaligus.

-8- 

7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 25 

Tata cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 dilakukan secara berjenjang dengan 
tahapan sebagai berikut: 

a. calon anggota BPD yang berkeberatan mengajukan 

keberatan secara tertulis di atas kertas bermeterai 
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Panitia 
Pengisian dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak 

penetapan hasil pemilihan anggota BPD oleh Panitia 
Pengisian, 
Jika setelah lewat waktu 3 (tiga) hari sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, calon yang berkeberatan tidak 
menyampaikan surat keberatannya, maka dianggap 

menerima hasil pemilihan anggota BPD, 
dalam hal tata cara sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dilaksanakan, Panitia Pemilihan wajib memeriksa, 

meneliti dan memberikan jawaban atas keberatan 

tersebut dalam waktu paling lama “Y(tujuh) hari sejak 
diterimanya surat keberatan, 
jawaban Panitia Pemilihan ditembuskan kepada Kepala 
Desa, Camat dan Bupati Cg.Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan Desa, 
apabila keberatan calon anggota BPD terbukti, maka 
sebelum melakukan penyesuaian/perbaikan atas hasil 
pemilihan, Panitia Pengisian wajib berkoordinasi dengan 
Kepala Desa, Camat dan Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan Desa, 
calon anggota BPD yang tidak dapat menerima jawaban 
Panitia Pengisian, dapat mengajukan banding 
administratip kepada Bupati secara tertulis di atas 
kertas bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 
Bupati setelah menerima surat keberatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf f, wajib menyelesaikan 

perselisihan paling lama 30 (tigapuluh) hari, dan 
terhadap jawaban Bupati, calon anggota BPD yang tetap 
berkeberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Tata Usaha Negara. 

8. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 di sisipkan 1 (satu) Pasal 
yaitu Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 29A 

Pada saat pendaftaran, bakal calon melampirkan seluruh 
perizinan yang wajib dimiliki dalam berkas pencalonan 
sekaligus. 
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9. Di antara Pasal 3O dan Pasal 31 di sisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

(1) Dalam hal terjadi 2 (dua) orang atau lebih calon anggota
BPD pengganti antar waktu nomor urut berikutnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (1) sebagai
akibat perolehan sttara sah terbanyak yang sarna, maka
calon anggota BPD yang berhak menggantikan adalah
calon anggota BPD yang memiliki usia paling tua.

(21 Dalam hal jumlah calon anggota BPD pengganti antar
waktu berdasarkan usia yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka
selanjutnya calon anggota BPD yang berhak
menggantikan adalah calon yang memiliki tingkat
pendidikan tertinggi.

tingkat
ayat (21, maka

telatr/atau pernah

10. berbunyi sebagai

tenaga staf
antara lain:

Pancasila,
asar Negara Kesatuan

, serta mempertahankan
egara Kesatuan Republik

Ika;
d. berusia (duapuluh) tahun latau sudah

kawin, sampai usia paling tinggi 42 {ernpatpuluh
dua) tahun pada saat pendaftaran;

e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum
atau sederajat;

f. bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk Desa
setempat minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

g. sehat jasmani dan rohani;
h. tidak sedang menjalani hukuman Pidana penjara;
i. Bakal Calon yang pernah dihukum penjara dengan

ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, pada saat
pendaftaran harus memenuhi rentang waktu paling
sedikit 5 (lima) tahun dihitung sejak selesai menjalani
pidana penjara dan wajib melakukan publikasi bahwa
bukan sebagai pelaku residivis atau pelaku kejahatan
berulang;

j. p.* foto ukrrran 3x4 latar belakang warna merah 4
(empat) lembar; dan

k. memiliki waktu penuh sebagai staf administrasi BPD.

Pasai 33

9. 

10. 

9- 

Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 di sisipkan 1 (satu) Pasal 
yaitu Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 30A 

(1) Dalam hal terjadi 2 (dua) orang atau lebih calon anggota 
BPD pengganti antar waktu nomor urut berikutnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebagai 
akibat perolehan suara sah terbanyak yang sama, maka 

calon anggota BPD yang berhak menggantikan adalah 
calon anggota BPD yang memiliki usia paling tua. 

(2) Dalam hal jumlah calon anggota BPD pengganti antar 

waktu berdasarkan usia yang sama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka 
selanjutnya calon anggota BPD yang berhak 

menggantikan adalah calon yang memiliki tingkat 
pendidikan tertinggi. 

(3) Dalam hal masih terdapat persamaan tingkat 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka 
calon yang berhak adalah calon yang telah/atau pernah 

menikah. 

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 33 

Syarat untuk dapat diangkat sebagai tenaga staf 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 antara lain: 
a. warga Negara Republik Indonesia, 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
c. memegang teguh dan ' Mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan 

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, 

d. berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun/atau sudah 

kawin, sampai dengan usia paling tinggi 42 (empatpuluh 
dua) tahun pada saat pendaftaran: 

e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum 
atau sederajat, 

f. bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk Desa 

setempat minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, 
. sehat jasmani dan rohani, 
. tidak sedang menjalani hukuman Pidana penjara, 

i. Bakal Calon yang pernah dihukum penjara dengan 

ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, pada saat 
pendaftaran harus memenuhi rentang waktu paling 
sedikit 5 (lima) tahun dihitung sejak selesai menjalani 
pidana penjara dan wajib melakukan publikasi bahwa 
bukan sebagai pelaku residivis atau pelaku kejahatan 
berulang, 

j. pas foto ukuran 3x4 latar belakang warna merah 4 

(empat) lembar, dan 
k. memiliki waktu penuh sebagai staf administrasi BPD. 

- 
DP“

 0
0 
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11. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal ,

yaitu Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

12 berbunyi sebagai

pada ayat (33)
Kartu Tanda

dari Perangkat
kependudukan;

(2) dalam Pasal 33
huruf surat pernyataan yang
dibuat di atas kertas bermeterai
Rp.10.OOO,- ribu rupiah), sebagaimana

(3)

tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan yang
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai
Rp.1O,000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf d, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk/surat keterangan/Akta Lahir dari
Perangkat Daerah yang membidangi urusan
kependudukan.
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf e, dibuktikan dengan fotokopi liazah dari tingkat
dasar sampai dengan Sekolah Menengah Umum atau
sederajat oleh pejabat yang berwenang.
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf f, dibuktikan dengan surat keterangan dari

(41

(s)

(6)

(1) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 huruf e hilang/rusak/cacat/terjadi kekeliruan data
sehingga tidak dapat diketahui keberadaan atau
diragukan keabsahannya, maka bakal calon wajib
meminta dan melampirkan surat keterangan dari pihak
sekolah asal.

{2) Dalam hal sekolah asal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sudah tidak ada, surat keterangan dapat
diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pendidikan di Daerah.

(3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang
berwenang/Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(4l ljazah,3rang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari
Kepofislan.

(5) Surat. keterangan dan Surat keterangan kehilangan
sebagai'mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)

dilampiikan da{aiii berkas lamaran.

berikut:

Pasal 34

10- 

11. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal , 
yaitu Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(4) 

(S) 

Pasal 33A 

Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
33 huruf e hilang/rusak/cacat/terjadi kekeliruan data 
sehingga tidak dapat diketahui keberadaan atau 
diragukan keabsahannya, maka bakal calon wajib 
meminta dan melampirkan surat keterangan dari pihak 
sekolah asal. 

Dalam hal sekolah asal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sudah tidak ada, surat keterangan dapat 
diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi 

urusan pendidikan di Daerah. 

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang 

berwenang/Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 
Ijazah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari 

Kepolisian. 
Surat keterangan dan Surat keterangan kehilangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) 
dilampirkan dalam berkas lamaran. 

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) 

(4) 

(S) 

Pasal 34 

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (33) 

huruf a, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk, atau surat 2 keterangan dari Perangkat 

Daerah yang membidangi urusan kependudukan, 

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan yang 
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai 
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan yang 

dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai 
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
huruf d, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk/surat  keterangan/Akta Lahir dari 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
kependudukan. 
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
huruf e, dibuktikan dengan fotokopi ijazah dari tingkat 
dasar sampai dengan Sekolah Menengah Umum atau 
sederajat oleh pejabat yang berwenang. 
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
huruf f, dibuktikan dengan surat keterangan dari 
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Pemerintah Desa setempat.
{7) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

huruf g, dibuktikan dengan surat keterangan dokter
Pegawai Negeri Sipil dari Puskesmas atau Rumah Sakit
Pemerintah di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

(8) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf h, dibuktikan dengan surat pernyataan yang
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai
Rp.1O.OOO,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf l, dibuktikan dengan surat keterangan dari
pengadilan negeri di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

(1O) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf j, dibuktikan dengan fotokopi sertifikat keahlian
dari lembaga pendidikan resmi.

(11) Surat larr.aran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
dalam Lampiran XIII

terpisahkan dari

ti Nomor 4 Tahun
Peraturan Daerah

Tahun 2OL9 tentang
, sehingga menjadi

L,ampiran I yang
dari Peraturan Bupati

ti Nomor 4 Tahun
Peraturan Daerah

3 Tahun 2079 tentang
ubah, sehingga menjadi

meru
ini.

Lampiran II yang
dari Peraturan Bupati

15. Ketentuan III Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2O2O tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

16. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2O2O tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

17. Ketentuan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2O2O tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
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Pemerintah Desa setempat. 
(7) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

huruf g, dibuktikan dengan surat keterangan dokter 
Pegawai Negeri Sipil dari Puskesmas atau Rumah Sakit 

Pemerintah di wilayah Kabupaten Barito Selatan. 
(8) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

huruf h, dibuktikan dengan surat pernyataan yang 

dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai 

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(9) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

huruf I, dibuktikan dengan surat keterangan dari 
pengadilan negeri di wilayah Kabupaten Barito Selatan. 

(10) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

huruf j, dibuktikan dengan fotokopi sertifikat keahlian 
dari lembaga pendidikan resmi. 

(11) Surat lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

huruf k, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. - 

Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Ketentuan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi 
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

18. Ketentuan Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2O2O tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peratrrran Bupati
ini.

19. Ketentuan Lampiran VfI Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2O2O tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Nomor 4 Tahun
Peraturan Daerah

2Ol9 tentang
, sehingga menjadi

VIII yang
Peraturan Bupati

Nomor 4 Tahun
Peraturan Daerah

2419 tentang
sehingga menjadi

Lampiran IX yang
dari Peraturan Bupati

cc Bupati Nomor 4 Tahun
2024 Peraturan Daerah
Kabupaten Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang
Badan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

23. Ketentuan Lampiran XI Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2O2O tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

24. Ketentuan Lampiran XII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2O2A tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2AL9 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dati Peraturan Bupati
ini.

20

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Ketentuan Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

Ketentuan Lampiran VII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Ketentuan Lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. ea 

Ketentuan Lampiran IX Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Ketentuan Lampiran X Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Ketentuan Lampiran XI Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Ketentuan Lampiran XII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 
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25. Ketentuan Lampiran XIII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 teniang 
Badan Permusyawaratan Desa diul i iadi 

Anggota BPD yang telah dilantik berdasarkan Peraturan 
1 pai Na aa SN A Dat, ala 

TPA NOrnoi 3: L un 20 

z £ 

Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusyawarat 

it 3 

" Adat Desa/ Kelurahan, Ke 

t Adat Kecamatan/Desa/Keluraha 
dalam kepengurusan Lembaga Kemasyarak: atan Desa 

4 3 

dan 2 atau jabatan adat lainnya berbana melaksanakan 

5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

RA ogan aa aa abi na AA SA Aka hn mera HA maan maniam in in inn an 
LAH AL Se AP Yi aa A41 112 CALi Hii1Y &, LAI LL IL L OLI MALE 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito 
Islatan 
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LAMPIRAN 1 
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 

mel 

NOMOR 10 TAHUN 2024 
SONIA RI 
LINI ANG 

Ig Lan 1 La 
& Tuhan Yang Maha Esa, 

ota Badan Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggo 
. at 

Si Permusyawaratan Desa..... Kebnoatana Kabupaten Barito Selatan periode 
AN MN -..., Jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah 

tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

yang membuat pernyataan, 

Materai Rp.10.000,- 

DEDDY WINARWAN 
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PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 

NOMOR 10 TAHUN 2024 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI Ri | NOMOR 4 
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N DAERAH 

EN BARITO SI LATAN 
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN 
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MELAKSANAKAN UNDANG-I) IND ANG DASAR 1945 5, SERTA 

MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHAKA KEUTUHAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA 

Saya yang bertandafanggan di bawah ini: 
AA 3 

snanac»ocroracovensarssocraseengesngnnann raga arang anang nge sopegaanan ang e 

Agama Aa ena aa badan Da mela 0 Ba komemmtendakua 8 manmademaasanaN 8 Menaanatakakarnn «B3 5 

Kewarganegaraan 5 ...iooio.oooooooo. ooroooodoooenewdn nendenenaee rerooenenen ren gesenena ta 

Dengan ini menyatakan bahw: ri i 

Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahan! r Ta 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 

LA 

dan memelihara keutuhan Negara Republi 

Fa 133 341 at aa aparat 1 pa te Dad Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan 
Dara gerakan Taan Una Kahbrimatan Dnrita Salatan narinda 
LL ALA KA SY TI VV TAL CALIALA II Dea aa. LISA SALA SILLARI Ara... di ud KALA. BL AAA TLAF KIA IKA LAH LL HA LAILA. 

Banner -.... , jika ternyata dikemudian hari bahwa atas perr yataan ini adalah 
tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan 

pnanananannananannanan penamaan 20. 
yang membuat pernyataan, 

EDDY WINARWAN 
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en BARI t Oo SELA TAN 
3 TAHUN 2019 TENTAK SB LPRUN AV AN 

PERMUSYAWARATAN DESA. 

DRA PDTT ALT TATAAT TI PPS TA FT FP Ta TEF 4 ARA Pln Li DN GAN Pu ejaan JIAN KERJA, D5 WAN AKAN Z 

KARUPATEN/DEWAN F DAA KECAMATAN/DEWAN ADAT kajang KELURAHAN. 

KERAPATAN ADAT/LET ADAT KECAMATAN BA DESA /KELURAHAN/ DAN 
JABATAN ADAT LAINNYA TERMASUK JABA N DALAM KEPENGURUSAN 

LEMBAGA HEMASYADAHATAN DESA LEMBAGA HEMAEVARAKATAN DE 

besdatangan di bawah ini: m 3 s5 hn 2 ja)
 reg
 

fa)
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Kewarganegaraan Do nnnanaa naa naa nana nana anna ana anna ena ana aan 

Pekerjaan Dnmaa anna nan aan an aan nan aa aan naa NA Ana anna Kanan akan anna nana nana 

dak merangkap jabatan sebagai Pegawai a ti 
ia Dewan & Fi st 

IS 13 LIL A11 Adat HER IRA PRA P ILY TAIL r An 373 13 3 Aan 

Adat Desa/Kelurahan, Kerapatan  Adat/Let 

lurahan/ dan dana dng Lainnya Termasuk Jabatan 
K -pengur usan Lembaya Kemasyarakatan Desa. 

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa..... Kecamatan...... Kabui paten Barito Selatan periode 
Pain badai , ika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah 

tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawah sesuai ketentuan 

DA 

yang membuat p ataan, 

“DEDDY WINARWAN 
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LAMPIRAN IV 

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 
NOMOR 10 TAHUN 2024 
ADAT A RI 
LPLIN ii AiNLT 

STT AA 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4 
ATT Tn AT Tr TrTS 

TAHUN Bata TENTANG PETUNJU 

NTANG BADAN 

ANGGOTA gr DAN 

Saya yang ber tandatangan di bawah ini: 

songs pe2apapanana na» aan n2 ana 222222200290 ga» # aa 0 2 8 9 292 72 2 9 222222 21an. 

Kewarganegaraan ANN Ana Sa An AN ai ME MAAN SNN EA AA MAAN AA YAAA 
alga Jera Enes belinmkekana Fibowbakan Lek Inaa 9 Sayan owenaa UN AMMENNNA ANN» Ka sanaan 

seen ananesanonann panganan engan na sasa nana sangan sana nanang aa ana Naa 0 3 3 
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bahwa saya bersedia dicalonkan sebagai anggota Badan ja
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Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan 

Permusyawaratan Desa..... Kecamatan...... Kabupaten Barito Selatan periode 

Banana —ee oo, Jika tern dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah 

perundang-undangan. 
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LAMPIRAN V 

ERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 
NOMOR 10 TAHUN 2024 
PRIPRTA RT 

IL ESIN LAINAY 

KI .s Kat 

TA DT TA T A T » A banian 

KADUrAA TEN SARI SELATAI AN 

NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN WHAT KSIK OS 11L11 Vi 

PERMUSYAWARATAN DESA. 

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PENJARA 

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman penjara. 
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KABUPATEN z3 
Se IIA hara 

SURAT PERNYATAAN BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH PEMILIHAN 

Saya yang bertandatangan di bawah ini 

Nama AN aa Ma NA BAN AA Na PE 

Tempat/ tanggai | “aon Mm niken bnakns Bini bondianomi maa means mmm asa 
tang . 
33321 s20s.occoom”occoocr###wennana nana anang aan uan aa Dana naa aan a00 aa» aa Ba aa 9 

Jenis Kelagian. 1 ee mara una Pee nada samaan 

Alamat Pe aa ba ma aman meh lk mma aa MMI 

ea oo —— 5 al hernia ae ane memanen JONAN BA 
Kewarganegaraan Ie wean ma ap Nani Sena pewomndone ee enyemany emo demam 

Pekerjaan Ode aaaanan Dera ebekea e mebabI iemkannes mana ena 1 

Pendidikan Na ea aman na ah Anna (aa ab N AA AOA MU EA LAS AN BEN Maba 

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertempat tinggal di Desa....... 

2L ai syarat pencalonan anggota Badan 

Ketemataii katana Kabupaten Barito Selatan periode 

dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah 
garang at Pe Is an kt unana Peres! Jana aa Dag 21 Patam titari 
ALAM AA SANA Ann 2 KALA pan JA TI KAKI PU SKALA Pa eta 

sa Kanaan nana enam namun £ snawemunsw des dewe 

yang membuat pernyataan, 

Matera: Rp.10.600, 

BUPATI BAR/TO SELATAN, 

INARW. 
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Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak tidak pernah mendud iki jabatan 
bagai anggota Badan Permusyawaratan Des: 

berturut-turut maupun tidak 

£ 
1, 

c 
& AA (ical NA Gerara 

snnss SPIARINA 3 EA DETiGGC SMeCara 

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan 3 5 J 

Dai perna mata Psan Kanan rana Kabsinatan Dnairitr Selatan moriaia 
IL BALL YA SY AT RA AAA ISP kB Aan... AI AA LIA AAL 9 022... ASTRA SI LA BATA LAI IL ATAA LAI IoT LA BETA ALL AI 

ee, jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah 
tidak benar, maka saya menyatakan berita Aeon ejaan sesuai ketentuan 
perundangs-in dangan. PA AD AAA 

Tg) 

DEDDY WINARWAN 
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Tengaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal ika. 

Surat ernyataan wear ia dicalonkan sebagai anggota Badan 
Per IUSY Taw jaratan besa. 

Surat pernyataan bertempat tinggal di wilayah pemilihan. 
Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara 

A11 Annir2 2a- bnta saban Sarana Badar 
L II ACA Sur at Pe ernyataari tidak psi nah menduduki jasalan Sebagai Anggota 

Permusyawaratan Desa selama 3 i tiga) perada. 

Png Pn ensarn an elu seba Kw 21 Dawai atah drat ea an tidak merangkap jabatan sebagai Pegawai Pemerintah 
J 

Denga Perjan iian Kerja, Dewan Adat Kabupaten/Dewan Adat 
Kecamatan/Dewan Adat Desa/Kelurahan, Kerapatan dat/Let Adat 

Kecamatan/Desa/Kelurahan/ dan Jabatan Adat Lainnya Termasuk Jabatan 
Dalam Kepengur rusan L, emba ga Kemasya ra ka tan Desa 

LA 

16. Pas foto ukuran 4x6 latar belakang warna merah 4 (empat) lembar. 
17. dsi (menyesuaikan) 

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan 
terimakasih. 

CJ 

jorrmnat saya, 

Materai Rp.10.000,- 

by WINARWAN 
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LAMPIRAN XII 

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 

POMGAB, 10 TAHUN 20024 

PRLAKSANAAN 

KABUPATEN BAR kta SELATAN 
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN RIMA WAN LP £Xi 

Nee 2 
Gain 

Tempat / tanggai i jahir 

memikat seen 20.. 

yang membuat pernyataan, 

Materai Rp.10.000, - 

Iekae Sana snsakan maan mana ) 

6 SELATAN, 

-DEDDY WINARWAN 
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Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih'

Horrnat saya,

F.llaterai RP. 1'u-. OOC' :
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SELATAH,

'*-
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Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih. 

Hormat saya, 


